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ABSTRAKSI 
Undang·Undang No.2! taboo 2001 tentang otonomi musu, bagi Provinsi 
Papua memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintab daerah di 
Provinsi Papua untuk mengali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya 
untuk meningkatkan kesejahteraan maiyarakat di Provinsi Papua. Undang­
Undang No.2l tabWl 200l juga memberikan penerimaan yang lebih besar dari 
bagi hasil sumberdaya alam bagi Provinsi Papua, diharapkan dengan adanya 
penerimaan pendapaton dlU'i dana hegi hasil yang lebih be,ar, pemerintab daerah 
di Provinsi Papua dapat memajukan pembangunan di Provinsi Papua yang jauh 
tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 
Pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua sesuai dengan UU >Jo. 
26 taboo 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asma~ Kabupaten 
T olikata,Kabupaten Pegunoogan Bintang, Kabupaten Yahnkimo, Kabupaten 
Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raj... Ampat, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana; Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua, 
memberikan darnpak yang enknp besar bagi beberapa kabnpaten di Provinsi 
Papua. Kabupaten Jayav.ijaya yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru yaitu 
Kabupa,en T olikara, Kalbupaten Yahnkimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang, 
juga menga!ami dampak dati pemekaran tersebut khususnya dalam bidang 
keuangan. 
Tujuan peneHtian. ini ialah untuk rnengetahui kemampuan keuangan 
daerah Kabupaten Jayawijaya balk sebelnm pemekaran maupun sesudah 
pemekaran. Kemarnpnan keuangan daerah dapat diketahui dengan cara menelU'i 
derajat desentralisasi fiska!, posisi fiskal scrta Rasio kemandirian. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten 
Jayawijaya masih sangat rendah dan setclah pemekaran terjadi penurunan derajat 
desentralisasi fiskal, sebelurn pemekaran rasio Pendapaton Asli Daerah (PAD) 
terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 1,04% setelah pemekaran turun 
menjadi 0,98%. Posisi fiskal Kabupaten Jayawijaya balk sebelum maupun 
se,udah pemekoran kurang kuat, hal tersebut clap'" dilihat dari nilai posisi fiskal 
Kabupaten Jayawijay. yang kurang dari l. Setelah pemekaran posisi fiskal 
mengalami peningkatan, dari sebelum pemekoran sebesar 0,24 dan setelah 
pemekaran meningkat menjadi 0,63. Rosio kemandirian Kabupaten Jaya"ijaya 
sangat rendah karena nilainya kurang dari 25%, rasio kemandirian Kabupaten 
jayawijaya sebelum pemekaran sebesar 1,19% dan setelah pemekaran turon 
menjadi 1,18%. 
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